PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten
Gorontalo Utara, perlu memperdayakan segala potensi dan sumber
— sumber pendapatan yang ada;

b. bahwa sesuai pasal 2 ayat (2) Undang — Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang Perubahan Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan Pajak
Hotel adalah bagian dari Kewenangan Kabupaten / Kota yang periu
di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara tentang Pajak Hotel ;

Mengingat : 1. Undang — Undand Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang —
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak {(Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan
renyeiesaian  Sengketa Pajak  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Momor 3684);

prd

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah {Lembaran Megara Repubiik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2685) sehagaimana teleh diubah dengan Indang — Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repuplik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048)

Undang — Undana Nomor 19 Tabun 1997 tentang Fenagihan Paiak
Dengan Surat Poksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Rebpublik
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Undang -~ Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontaio {(Lembaran Negara Repubiix Indonesia Tanun

2000 Nomor 258 Tambanan Lembaran Indonesia Republik

Iindoinesia Nomoir 3066) ;
Undamg — Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara
(Leambaran MNegara Republik Indonesis Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

\indang — Undamg Nomer 10 Tehun 2004 Tentans Permnberduloan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389) ;

Undarig-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang FPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2n Peraturan Pemerintah Pengganti

LR

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ferubahan Undang-
Undang MNomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menjadi Undang-Undang {(Lembarain Negara Republik Indonesia
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Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Ferubanan Kedua atas Undang — Undang Nomoi' 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 MNomor 52, Tambahaon Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang — Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangar
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintan Daerah
(Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

L,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentana Pembentukan
Kabupaten Gerentalo Utara di Provinsi Gorontalo  (Lembaran
Neoara uhlik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Momor 356, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 20060 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
{(Lembaran Negarz Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Repuli.k Indonesia Nomor 4049);
erintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Republik
Indonesia Nomor 4022);

Paraturan Pemerintah Nomor 58 Tzhun 2005 tentan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomaor 140, Tambahan | embaran Neagara Repuhlik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah,
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
e 47371
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menetapkan

dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PAJAK

HOTEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

il

2,

Daerah adalzh Daerah Otonomi Kebupaten Goreontale Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontale Utara.
Kepala Daerah adalah Bupati Gerontale Utara.

Dinas Pendapatan, Pengelclaan Keuangan dan Aset Daerah adalah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Gorontale Utara.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak
daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meiliputi perseroan
terbatas, persercan komanditer, pesercan lainnya, badan usaha milik
negara dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
konasi, konerasi, vavasan atau organisasi seienis, lembaga, dana
rensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pajak Daerah vang selanjutnya disebut pajak adalah iuran waijb vang
dilakukan cleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

langsting vang seimbang vana danat dinaksakan herdasarkan neraturan
-t - r - == r - o ~ -

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakén untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerzah



9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan
pembayaran.

10. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap / istiranat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya

yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,

ikelola dan dimitiki olch pihak yang sama, kecusht untuk pertokoan dan
pcrkantoran
11, Sulwyals Paiai adelzih coang pribadt atay Gedan yeng depet dikenakan

perundang-undangan perpajakan daerah diwajihkan untuk melakukan
pembavaran paiak yang terutang.termasuk pemungut atau pemotong
pajak tertentu.
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.Pajak Yang Terutang adalah na

dalam masa pajak, dalam tahun pajak,atau dalam bagian tahun pajak
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peraturan perundang — undangan perpajakan daerah.

i5.5urat Ketetapan Paijak Daoerah yang seianjutnya di singkat SKPD adaiah

surat keputusan yang menentukan Desarnya jumiah pokok pajak yang

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah

. b [~ - I~br
surat yong digunakon © pojak untuk malakukan pembayaran

atau penyctoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain

vann ditatanl an alah Kamnala Diaarah
Y ang uu.......,_..“.... Oeh Kepaia Lacran.

17. 5urat Ketetapan Pajak Daerah kurang

o

ayar yang selaniutnya disingkat
SKPDKR adalah surat ketetanan paiak vang menentukan besarnya

jumlah pokok pajak, jumiah kredit paiak, jumiah kekurangan
pembavaran pokok paiak, besarnva sanksi administrasi, dan jumlah
vang masih harus dibayar.

(=Y

8. Surat Ketetanan D:n;\k Daerah ku ranq hayar yanag __Ianmt"wa riu:mnlcaf

SKPDKBT adalah surat ketetapan rajak yang menentukan tambahan
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pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak atau pajak tidak
terutang atau tidak seharusnya terutang,

20.5urat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adaiah surat Ketetapan pajak yang menentukan jurmiah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

21.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan taghan pajak dan atav sarksi administrasi
berupa bunga atau denda.

22 Surat  Keputusan  Pembetuian  2dalah  surat  keputusan  yang
membetulkan Kkesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.

23.Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDM, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
wajib pajak.

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
gata obyek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

25.Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencari,

nEngoialh data dan atau keterangan lainnya untuk

I~J
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LPenyidikan Hndal pidana dibidang pern
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Slpil
vang selanjutnva disebut penvidik untuk mencari serta mengumnulkan

hukti itt membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang
terjadi serta menemukan tersangkanva.



BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama pajak hote| dan dipungut pajak atas pembayaran terhadap
pelayahan di hotel.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak Hotel adalzh peiayalan vang disediakan hotel dengan
pembavyaran, termasuk

a.
b

d.

Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;

peldyanan penulialg sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau
tinggal jangka peNdek vyang sifatnya meMberikan kemudahan dan
kelyamanan:

Fasilitas Olah Raga dan Hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel
bulcan tamu umum.

Jasa persewaan ruafgan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

(2) Tidak terMasuk obyek pajek sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Cu

d.

Penyewaal rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal
vang tidak menyatu dengan hotel.
Pelayanan tingal di asrama dan pondok pesantren.

Pertokoal, perkantOran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umMum

di hotei,
Feiagyanain pérjaanan wisata yang diselenggarakan oieh hotel dan dapat
dimanfaatkan oleh umum.

Pacal 4

(1) Subyek pajak hotel adzalah orang pribadi atau badan yang melakukal

peMbavaran atas pelayanal hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel,

BAB II1
DASAR PENGENA AN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada

hotel,



Pasal 6

Tarif Pajak Hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun
takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,

sebaqai dasar untuk menghitung besarnya pajek terutang.
Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang 'amanya 1 (satu) tahun takwin kecuali
hila wajib pajak mengguanakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwin.

Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pelayanan hotel
Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.

(2) STPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditanda tangani oleh waiib paiak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaima dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala
Daerah selambat —~ lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh ¥epala Daerah,



BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Kepala
Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
diterima, dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Pasal 14

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB
b. SKPDKBT
=, SKPDN

(3) SKPDKB, sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
vang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi adminitrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
vang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu vyang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi
adminitrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang ztau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.
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C. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dinitung secCara jabatan dan dikenakan sanksi adminitrasi kenaikan
sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanxsi adminitrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

SKPDKBT cebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila

ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang

menyebabkan penamhahan jumlah paiak yann terutang akan dikenakan
sanksi adminitrasi berupa kenalkan sebesar 100 % (seratus persen) dari
jumian kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila

ale yang terutang sama hesarnya dengan jumlah kredit pajak

dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi adminitrasi berupa
bunga 2% (dua persen) sebulan.

Kenaikan jumiah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud daiam ayat 4
{empat) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebeium

Gilakuran tindakan pemeriksaan.

BAB VII
ATA CARA PEMBAYARAN

Dinas Pendanatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan
dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran diakukan ditempat lain vang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1x24
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan



(1)
(2)

(3)

()

(1)

2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas.
Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib
pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Angsuran Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dillakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 %
(dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Waijib
Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan vang ditentukan dengan
dikenakan bungan 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang dibayar.
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
teta cara pembayaran 2ngsuren dan penundaan sebagzimana dimaksud
)

ada ayat (2) dan ayat {4) ditetapkan cleh Kepala Daerzh.
Fasai 17

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat i(satu) ditetapkan cleh Kepala

Uaeran.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 1B

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat !ain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempe pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelabh tanggal surat tegquran atau
surat peringatan atau surat |ain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi
raijal vang terutang.
i H =] b=
Surat Tequran, Surat Peringatan atau surat lain vang sejenis sebagaimana

dimaksud pads ayat {1) dikcluarkan olch Kepala Daerah atau Pejabat.



(1)
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Pasal 19

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dengan surat teguran atau  surat
peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan surat paksa.

Pejabat menerbitkan Surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu)
hari sejak caat curat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang
sejenis.

Pasal 20

Apahila pajak vang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24
sudah tanggal pemberitahuan  surat  paksa. Pejabat  segera
menerhitkan surat perintah melaksanakan penvitaan,

Pasal 21

Setelah di dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang
paiaknya ,setelah 10 (sepuiuh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat
perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan

penetapan tanggal peielangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menentukan hari tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara

tertulis kepada wajib paiak,
Pasal 23

Bentuk ienis dan isi formuir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.



(1)

(2)

(3)

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasai 24

Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan

pengurangan dan pembebasan pajak .

Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan oleh Kepala Daerzh.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATAIAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAUPENGURANGAN SANKSI

Pacal 25

Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

e
(=5

membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDXBT atau STPD vyang daiam
penerbitannya terdapat kesaiahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan  dalam  penerapan peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

imeémbataikan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena

kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembataian, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi adminitrasi atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan secara tertulic oleh waib pajak kepada Kepala Daereah, atau
Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluhY hart csejak tangga! diterima
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan vang
jelas.

Kepala Daerah atau Peiabat paling 'ama 3 (tiga) bulan sejak surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2) diterlma sudah harus

memberikan keputusan,



(4)

1)

(3)

(5)

(1)

Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Kepaia Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputuasan,
permochonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanxsi adminitrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAMN DAN BANDING
Pasal 26

LRt

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah

a

b SKPDKB
£ SKPDKBT
d SKPDLB
e

i Pemetongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Permchonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN
diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh
pinak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang
jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan banwa jangka waktu
itu tidax dapat dipeibaiki Karena keadaan dillar kekuasazannya.

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangjka waktu paling lama 12 (dua

a h memberikan keputusan.
Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebageimara dimaksud pada
ayat (3} Kepala Daergh atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda

kewajiban membayar pajak.
Pasal 27
Wajib pajak dapat mengajukan banding, Kepada Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
keputusan keberatan.



(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasai 28
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau

banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah

imbalani bunga 2% (duz persen) sebulan untul paling lama 24 (due puluh
empat) bulan.
BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasa! 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
nembavaran 2l kepada Kepela Daerzh atau Peiabat,

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejok diterimanya permohonan pengembalisn  Kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayst (1) bharus

oo e W e (ST i, A
oo isan t\CpUtU‘:’dl

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui

Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
kelebihan pembayaran pajsk dianggap dikabulkan dan
m waktu paiing tama 1 (satu) buian.

{(4) Apabila wajb pajak mempunyai utang pajek lainnya, kelebihan

he)

AW ha T ka0

pembayaran pajok sebagolmans dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuiu utang pajak dimaksud.

(B} Pangembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua} bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membavar Kelehihan Paialk (SPMKP),

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan seiak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat

memberikan imbaian bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas

keterlambatan nembavaran kelehihan paiak,



Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uatang lainnya,

sebagaimana dimaksud daiam pasal 2S5 ayat (4) pembayarannya dilakukan

dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampadii
jangka waktu 5(lima) tahun terhitung seisk saat terutangnya pajak, kecuali
apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

daerah,

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertanggul apabila

1 u'.n.-n./
a Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atay;
D Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak balk langsung maupun
L - P
LILEAR 1ALy DUl Iy
BAB X1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau

engisi dengan tidak benar dan tidak lengkap atau melampaui keterangan

yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana

dengan pidana kurvngan paling lema 1 (s=tu)} tahun den steu dends
paling banyak 2 (dua) kali jumiah pajak vang terutang.

(2} Waijib Pajak yang dengan sengaia tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan nldana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda
paling banyak 4 {(empat) kali jumlah paiak yang terutang.



Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya
tahun pajak.

BAB Xv

JAN PENYIDIV

i

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebaagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor B tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

2 Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
lapcran berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b Meneliti, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenai orang
privadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana perpajakana daerah tersebut.

y

fvieminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Co
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uku-buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

edohan  untuk  mendspatkan  bahan  bukt
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain  penyitaan
terhadap bahan bhuky tercebut,

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penvidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah,

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan cedang beriangsung dan memeriksa

identitas ocrang dan atau dokumen vang dibawa sebagaimana

i. Memanagil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa



k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada
penuntut umum, sesuai ketentuan vyang diatur dalam peraturan dan
perundang — undangan yang beriaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasat 35

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah

ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 2009

USLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggai 17 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK HOTEL

UuMuM

Sebagai salah satu upaya untuk mewujuckan ctonomi daerah yang luas, nyats,
dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah
yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak
Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan
penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Demikian pula untuk menpingkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian
pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di
gaerah, di perlukan penyediaan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah yang
hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut,
antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan penvempurnaan
pengaturan mengenai pajak.

Sesuai Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang
- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka pengaturan
dan penyelenggaraan Pajak Hotel merupakan bagian dari kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota.

Selanjutnya berdasarkan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah, maka pengaturan tentang Pajaek Hotel dipandang perlu diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini, selain dimaksudkan untuk menggali dan atau
menambah sumber — sumber pendapatan atau penerimaan daerah khususnya dari
sektor pajak yang dijelaskan di atas

Berdasarkan hal — hal yang diuraikan diatas maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Hotel

PASAL DEMI PASAL
Pasat 1

Cukup jelas



Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Culup jelas
Pasal 7

Cukun ielas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jclas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22




Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jetas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR
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